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Abstrak

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan pendapatan suatu daerah dalam jangka
waktu tertentu. Hal ini dapat diukur dengan pertambahannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi
tingkat pertumbuhan Ekonomi di suatu daerah maka dapat juga meningkatkan tingkat kemakmuran di suatu daerah
tersebut. Di Kabupaten Bekasi, tingkat kemakmuran bisa dikatakan semakin membaik tiap tahunnya dikarenakan tingkat
kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Maka dari itu penelitian ini mempunyai tujuan dengan menganalisis
pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kabupaten
Bekasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis penelitian ini adalah pertumbuhan
ekonomi dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan upah minimum kabupaten berpengaruh
signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, IPM, Upah Minimum, Kemiskinan
PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang, saat ini sedang menjalani proses pembangunan ekonomi
dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor kunci untuk mencapai kemakmuran
tersebut adalah ketersediaan kesempatan kerja yang mendukung dan distribusi pendapatan yang adil di seluruh
masyarakat. Pembangunan ekonomi pada dasamya melibatkan serangkaian upaya kebijakan yang bertujuan
untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, dan memastikan
distribusi pendapatan yang adil.

Sebuah daerah perlu mengalami perubahan untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan.
Pembangunan harus memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik agar tujuan tersebut dapat tercapai dalam kota
tersebut. Dalam melakukan pembangunan juga harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan perlu
ditetapkannya prioritas agar pembangunan dapat terlaksana sesuai prioritas. Dalam pembangunan hal yang
harus diperhatikan terdiri dari pertumbuhan ekonomi didalam daerah tersebut dan upah minimum sebagai tanda
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kesejahteraan yang dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah tersebut. Untuk mengukur seberapa banyak
angka kemiskinan di daerah tersebut, maka diperlukan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang bertujuan
untuk menentukan angka kemiskinan yang ada di kabupaten Bekasi.

Setiap tahun, pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan kenaikan upah minimum.
Kebijakan ini memberikan manfaat bagi para buruh karena dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka.
Dengan adanya kenaikan upah, diharapkan para buruh akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi,
karena mereka menerima gaji yang sesuai dengan standar kebutuhan pekerjaSesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 8/1981, upah minimum dapat ditetapkan dalam tiga bentuk, yaitu minimum regional, sektoral
regional, dan subsektoral. Namun, saat ini, hanya upah minimum regional yang diterapkan di setiap daerah.
Secara prinsip, upah minimum terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, namun peraturan pemerintah hanya
secara jelas mengatur upah pokok saja, sedangkan tunjangan tidak termasuk dalam pengaturan tersebut.
Kondisi ini sering menyebabkan kontroversi antara pengusaha dan pekerja. Tunjangan tetap ialah jenis
tunjangan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerjanya tanpa mempertimbangkan tingkat kehadiran atau
hasil kerja yang dihasilkan. Contoh tunjangan tetap antara lain tunjangan keluarga yang diberikan secara tetap
dan tunjangan berdasarkan senioritas (Pratomo dan Saputra, 2011).

Suksesnya pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tetapi
lebih penting untuk memperhatikan indikator keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia
merujuk pada proses meningkatkan berbagai pilihan yang tersedia bagi penduduk melalui upaya pemberdayaan,
dengan fokus pada peningkatan kemampuan dasar manusia agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif
dalam berbagai bidang pembangunan.

TINJAUAN PUSTAKA
Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah kemanusiaan yang menghambat perkembangan kemakmuran dan
peradaban. Pada dasarnya, kemiskinan mencerminkan situasi penderitaan dan ketidakberdayaan yang dialami
seseorang, baik karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, maupun karena kegagalan
negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Kemiskinan merupakan
persoalan yang kompleks, maka dalam penangulangannya juga membutuhkan analisis yang tepat, dengan
melibatkan semua komponen permasalahan, strategi penanganannya harus tepat serta harus berkelanjutan dan
tidak temporer (Safuridar, 2017). Dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang
penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dapat dikatakan penghasilan dibawah rata-
rata upah minimum di kota/kabupaten tersebut. Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS
menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic need) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks
Perkapita (Head Count Index), yakni jumlah penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses peningkatan output per kapita dalam jangka
panjang. Dalam definisi ini, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu proses, output per kapita, dan jangka
panjang. Pertumbuhan ekonomi sebagai proses menunjukkan bahwa itu adalah suatu perjalanan atau
perkembangan ekonomi, bukan gambaran perekonomian pada suatu titik waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi
berkaitan dengan output per kapita, dapat diartikan harus memperhatikan dua hal, yaitu output total (GDP) dan
jumlah penduduk. Aspek jangka Panjang, mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dilihat
dalam kurun waktu yang cukup lama. Teori pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan sebuah narasi
logis yang menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan terjadi. Teori ini membahas dua hal utama, yaitu faktor-
faktor apa yang mempengaruhi peningkatan output per kapita dalam jangka panjang, serta bagaimana faktor-
faktor tersebut saling berinteraksi sehingga terjadi proses pertumbuhan. Teori ini menguraikan dua hal utama:

1795



faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan output per kapita dalam jangka panjang dan interaksi antara
faktor-faktor tersebut yang menghasilkan proses pertumbuhan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia adalah cara untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis
komponen-komponen dasar kualitas melalui pendekatan tiga unsur dasar yang mencakup umur Panjang dan
sehat, pengetahuan dan hidup layak. Untuk mengukur unsur Kesehatan, digunakan angka harapan hidup ketika
lahir. Kesuksesan pembangunan suatu daerah tidak hanya dinilai dari tingkat pertumbuhan ekonominya,
melainkan lebih penting untuk menilai indikator keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia
merupakan proses yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada penduduk dengan upaya
pemberdayaan yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia sehingga mereka dapat
berpartisipasi sepenuhnya dalam semua aspek pembangunan. (BPS. 2011). IPM membahas tentang penduduk
pada suatu wilayah yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil pembangunan dari haknya untuk
memperoleh pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. IPM dapat digunakan untuk mengelompokkan apakah
sebuah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk
mengetahui pengaruh kebijakan ekonomi pada suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah
akan mengakibatkan produktivitas kerja juga rendah. Produktivitas yang rendah nantinya akan menyebabkan
perolehan pendapatan semakin rendah, sehingga penduduk miskin jumlahnya semakin banyak. Kemiskinan
dapat memberikan efek yang serius bagi pembangunan manusia karena kemiskinan merupakan masalah
kompleks yang berawal dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan
pokok sehingga kebutuhan lain yang bukan kebutuhan pokok seperti pendidikan dan kesehatan nantinya akan
terabaikan (Syofya, 2018).

Upah Minimum

Upah merupakan salah satu faktor yang jika dilihat dari sisi penawaran ketenaga kerjaan
mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila sumber penghasilan turun atau tetap maka tingkat
kesejahteraan akan turun atau tetap dan itu juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Golongan Keynes
baru, meskipun mengakui bahwa pendekatan yang diusulkan oleh Lucas memberikan gambaran yang lebih
realistis tentang ciri-ciri penawaran agregat, tetap tidak sepenuhnya mendukung keyakinan golongan klasik baru
yang berpendapat bahwa upah nominal akan selalu berubah sejalan dengan perubahan dalam permintaan dan
penawaran tenaga kerja. Menurut golongan Keynes baru, upah dalam pasar ditentukan melalui perjanjian
kontrak antara pekerja dan majikan atau perusahaan, dan tidak akan dipengaruhi oleh fluktuasi dalam
permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku. Dengan kata lain, upah cenderung tetap pada tingkat
yang telah disepakati dalam kontrak antara tenaga kerja dan majikan atau perusahaan. Penurunan permintaan
tenaga kerja tidak akan menyebabkan penurunan upah nominal, dan sebaliknya, peningkatan permintaan
tenaga kerja tidak akan segera meningkatkan upah nominal. Selama kontrak kerja antara tenaga kerja dan
majikan tetap berlaku, upah akan tetap konstan, meskipun tidak ada keseimbangan antara permintaan dan
penawaran tenaga kerja di pasar. (Sukirno, 2003). Upah memiliki dua perspektif yang berbeda, Dari sudut
pandang produsen, upah dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan kepada pekerja dan merupakan bagian
dari biaya total produksi. Namun, dari sudut pandang pekerja, upah dianggap sebagai pendapatan yang
diperoleh dari hasil pemanfaatan tenaganya oleh produsen.

METODE PENELITIAN
Subjek dan Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini di wilayah Kabupaten Bekasi yaitu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa
Barat. Dimana setiap tahunnya tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan dengan melihat
pengaruh Upah Minimum yang nilainya pada tahun 2020 mengalami kenaikan, Pertumbuhan Ekonomi yang nilai
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pada tahun 2020 mengalami penurunan serta tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami
peningkatan tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan
perhitungan formulasi matematis yang menekankan penguijian hipotesis dengan data sekunder yang disediakan
yaitu data Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama
periode 2013-2020. Sehingga bisa digunakan sebagai parameter dari pengaruh suatu variabel terhadap variabel
lain dan nantinya dapat disimpulkan.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan kuadran
terkecil biasa (ordinary least square). Dengan menggunakan metode ini bisa mengetahui berpengaruh atau
tidaknya variabel independen (X1, X2, X3) terhadap variabel dependen (Y). Persamaan Model Regresi Linier
Berganda (Hambasari & Inggti, 2016) :

Y =0+ B1X1+B2X2 +B3X3 + e
Keterangan :
Y = Kemiskinan
X1 = Pertumbuhan Ekonomi
X2 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
X3 = Upah Minimum
B0 = Nilai konstanta
B = Nilai koefisien regresi

e = sisa (error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini menggunakan model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) dengan program Eviews 10
maka pengujian pengujian asumsi klasik akan dilakukan yang teridiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji
multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Selain itu, uji asumsi klasik digunakan untuk memperoleh hasil
estimasi Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dimana dalam penelitian harus memenuhi beberapa syarat
asumsi yang berkaitan agar hasil terhindar dari BLUE.

1. Hasil Uji Normalitas
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera " Probability
0.125533 0.939163 0.05

Sumber : Penulis, 2023 (Eviews 10 diolah)

Dalam uji normalitas menggunakan Jarque—Bera yaitu berdasarkan tabel diatas menunjukan hasil nilai
probabilitas signifikan sebesar 0.939163, maka hasil tersebut lebih tinggi dari >0.05 hal ini menunjukkan
bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.
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2. Uji Autokorelasi
Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi
Durbin-Watson stat ‘ Sig
0.0646 0.05
Sumber : Penulis, 2023 (Eviews 10 diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 0,0646, banyaknya data
dalam penelitian ini 45. Berdasarkan tabel DW menunjukkan dL = 1,3832 dan dU = 1,6662, kemudian
nilai 4-dU =2,3338 dan 4-dL = 2,6168. Hal ini menunjukkan bahwa nilai DW berada di tengah yaitu
1.6662<0.0646<2.3338 artinya penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

3. Uji Multikolinieritas
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Centered VIF \
C NA
X1 2.333462
X2 2.162678
X3 2.202945

Sumber : Penulis, 2023 (Eviews 10 diolah)

dari hasil pengujian pada tabel diatas bahwasannya angka VIF X1 sebesar 2.333462 lebih
kecil daripada 10 (2,333462<10), angka VIF X2 sebesar 2.162678 lebih kecil daripada 10
(2.162678<10), angka VIF X3 sebesar 2.202945 lebih kecil daripada 10 (2.202945<10). Sehingga dapat
disimpulkan dalam model regresi tersebut tidak terjadi gejala multikolinieritas.

4. Uji Heterokedastisitas
Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Prob. Chi-Square (9)

White 0.1577
Sumber : Penulis, 2023 (Eviews 10 diolah)
Berdasarkan tabel diatas hasil uji white untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas
dapat dilihat pada hasil Prob. Chi-Square (9) yakni 0.1577 dimana hasil tersebut >0.05 maka dapat
diartikan bahwa variabel independen tidak terjadi Heterokedastisitas.

Pembuktian Hipotesis
Hipotesis yang digunakan yaitu Uji t (parsial) dan Uji f (simultan)
1. Ujit (parsial)

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel t-hitung Probabilitas
Y (Belanja Modal)
X1 (Pertumbuhan Ekonomi) -0.169186 1.78229 0.3890
X2 (Indeks Pembangunan -0.191736 1.78229 0.0673
Manusia)
X3 (Upah Minimum) -0.353087 1.78229 0.0268

Sumber : Penulis, 2023 (Eviews 10 diolah)

Berdasarkan hasil uji t diatas menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan membandingkan t-tabel

menggunakan rumus df = n-k = 15 — 3 = 12 dengan taraf kepercayaan atau sig 0.05 diperoleh nilai t-

tabel yaitu 1.78229. Hasil uji t dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada variabel Pertumbuhan Eonomi (X1) terhadap Kemiskinan diketahui hasil t hitung < t tabel
yakni -0,169186 < 1,78229 dengan nilai signifikan 0,3890 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa
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HO diterima dan H1 ditolak yang berarti secara individual Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh
negatif signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten Bekasi.

2. Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2) terhadap Kemiskinan diketahu hasil t hitung < t
tabel yakni -0,191736 < 1,78229 dengan nilai signifikan 0,0673 > 0,05. Maka dapat disimpulkan
bahwa HO diterima dan H—1 ditolak yang berarti secara individual Indeks Pembangunan Manusia
tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten Bekasi.

3. Pada Variabel Upah Minimum (X3) terhadap Kemiskinan diketahui hasil t hitung < t tabel -0,353087
<1,78229 dengan nilai signifikan 0,0268 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO0 ditolak dan H1
diterima yang berarti secara individual Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan
Kabupaten Bekasi.

2. Ujif (simultan)
Tabel 6. Hasil Uji f

F-statistik probabilitas
9.113858 0.002556

Sumber : Penulis, 2023 (Eviews 10 diolah)

Berdasarkan hasil pengujian diatas didapatkan nilai F sebesar 9,113858 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,002. Nilai F tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yakni df 1 = 3 (Jumlah Variabel
X), df 2 (n-k-1) atau (15-3-1) = 11, maka nilai F tabel sebesar 3,59. Didapatkan hasil nilai F hitung lebih
besar daripada F tabel (9,113 > 3,59) diartikan HO ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan
bahwa pertumbuhan ekonomi, IPM, dan upah minimum berpengaruh secara simultan terhadap
kemiskinan.

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
R-squared \ Adjusted R-squared
0.713105 0.634861
Sumber : Penulis, 2023 (Eviews 10 diolah)

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai menunjukkan bahwa variabel independen
kuat dalam menjelaskan variabel dependen, dimana hasil Adjusted R-squared sebesar 0.63 berarti
sebesar 63% Kemiskinan dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), dan Upah Minimum di Kabupaten Bekasi. Sisanya (100%-63% = 36%) dipengaruhi oleh variabel
lain yang tidak ada di penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif
terhadap kemiskinan Kabupaten Bekasi tahun 2006-2020. Hasil dari pengujian tersebut tidak dapat
diintepretasikan, dimana naik turunnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal ini
tidak sesuai dengan hipotesis yang sudah dibuat yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan
terhadap kemiskinan. Maka dari itu hipotesis pertama ditolak pada penelitian ini. Sehingga dari hasil penelitian
dinyatakan naik turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kemiskinan. Faktor ini disebabkan
karena pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi belum efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya,
pertumbuhan tersebut belum menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin.
Hal ini diperjelas dalam penelitian Yanti (2011) bahwa pertumbuhan ekonomi belum terajadi di sektor-sektor
dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat kerja sehingga pertumbuhan
ekonomi tersebut tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian ini juga didukung oleh Barika (2013)
dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan tersebut mencerminkan kurangnya kualitas
pertumbuhan ekonomi yang ada karena masih tidak mampu dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil penilitian diatas didapatkan hasil bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak
berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten Bekasi tahun 2006-2020. Hal ini tidak dapat di
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interpretasikan karena tiap naik turunnya indeks pembangunan manusia tidak mempengaruhi kemiskinan. Hasil
penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang sudah ditulis yaitu indeks pembangunan manusia berpengaruh
negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini dinyatakan naik
turunnya indeks pembangunan manusia tidak mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Bekasi. Faktor ini
disebabkan oleh sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi tidak dapat
digunakan untuk mendorong perbaikan indikator lainnya. Hal ini didorong dengan penelitian Zuhdiyanti Noor dan
David (2015) yang menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dinyatakan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif
signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten Bekasi tahun 2006-2020. Dapat disimpulkan bahwa apabila upah
minimum mengalami peningkatan, maka kemiskinan akan mengalami penurunan. Peningkatan upah minimum
menandakan adanya penambahan pendapatan kepada para pekerja, sehingga menjadikan tingkat kemiskinan
menurun. Sehingga dari hasil penelitian dinyatakan apabila upah minimum mengalami peningkatan maka tingkat
kemiskinan mengalami penurunan. Faktor ini disebabkan karena pendapatan di Kabupaten terus meningkat
maka kebutuhan hidup dapat terpenuhi melalui upah hasil kerja dan dapat meningkatkan probabilitas seorang
pekerja untuk tergolong tidak miskin maka pendapatan para pekerja juga akan semakin meningkat, sehingga hal
tersebut dapat meningkatkan probabilitas seorang pekerja untuk tergolong tidak miskin. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Ni Nyoman (2013) yang menunjukan hasil bahwa upah
minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Dan selanjutnya penelitian yang dibuat oleh Andini
(2017) yang menyebutkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN

Mengenai analisis yang dilaksanakan, dapat disimpulkan Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemiskinan. Sebab naiknya pertumbuhan ekonomi
dan indeks pembangunan manusia maka tidak berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Namun
sebaliknya, Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan, artinya ketika upah minimum mengalami
kenaikan maka kemiskinan akan mengalami penurunan.
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